
 
  
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR   27 TAHUN  2011 

  

TENTANG 

 

 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR  6  

TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA  

KABUPATEN BATANG DAN PERATURAN DAERAH  

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  

PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BATANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BATANG, 

 

Menimbang : a. bahwa penanganan urusan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika yang selama ini ditangani oleh pemerintah 

kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Instansi Vertikal, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan 

Narkotika Kabupaten Batang yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 

87 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota perlu dilakukan 

pencabutan; 

b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan 

sektor pertanian dan kesinambungan proses produksi lewat penyuluhan 

sampai pasca panen untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat berjalan 

efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 

Tahun 2008 tentang  Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Batang perlu  diganti; 
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c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Badan Narkotika Kabupaten Batang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Batang; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 

); 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun   2004 tentang   Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5062); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat  II  Pekalongan  dan  Kabupaten  Daerah   Tingkat       II     Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4593) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;  

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri : 

E No. : 1);  

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

dan 

BUPATI BATANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BATANG DAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA 

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

KABUPATEN BATANG. 
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Pasal  1 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika 

Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 

6 Seri D No.5) dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No.6) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang. 

 

Ditetapkan di Batang 

pada tanggal 27 Desember 2011 

BUPATI BATANG, 

ttd 

 

BAMBANG BINTORO 

Diundangkan di Batang 

pada tanggal 27 Desember 2011 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 

Kepala Bappeda 

ttd 

 

SUHARYANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN  2011 NOMOR 27 

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya,


